BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluk-makhluknya senantiasa berpasang-pasangan, agar
selalu hidup berdampingan dapat merasakan kasih sayang, saling mencintai dan mendapatkan
keturunan. Allah SWT menciptakan laki-laki dengan perempuan untuk saling mengenal, saling

membutuhkan, saling melengkapi. Dalam firman Allah SWT :
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“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat
kebesaran Allah.” (Qs. Adz-Dzariyat : 49)*

Menurut Aminuddin pernikahan berasal dari kata nikah ( ~< ) mengandung arti secara

etimologis mengumpulkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wath’i).? Dalam pengertian lain
Al-Nikah bermakna Al-Wath’i dan Al-Dammz Wa Al-Tadakhul atau diartikan penggabungan dan
percampuran.® Secara terminologi nikah bermakna akad antara pihak laki-laki dan perempuan
karenanya hubungan badan menjadi halal.* Selain itu nikah juga dapat diartikan akad yang

ditetapkan syara’ untuk membolehkan hubungan biologis laki-laki dengan perempuan. Maka

! Departemen Agama RI. Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), Juz 27, Jilid I1X, (Jakarta :
Lentera Abadi, 2010), 484.

2 Abdul Rohman Ghazali, Figih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), 7.

¥ Syaikh Hasan Ayyub. Figih keluarga, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar,2008), 29.

* Syaikh Hasan Ayyub. Figih keluarga, 41.



pada yang demikian itu hubungan antara perempuan dan laki-laki telah diatur secara terhormat

dalam firman Allah SWT yang lain yakni :®
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“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu
dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah
yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi
kamu.” (Qs. An-Nisa : 1)°

Pada proses perjalanan hidup, pernikahan merupakan sunatullah yang akan dilalui
seseorang, dipilih oleh Allah SWT sebagai salah satu cara jalan untuk mengembangkan atau

mendapatkan keturunan secara baik atas kelestarian hidupnya seperti dalam firman Allah SWT :

:
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“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah

orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal.” (Qs. Al-Hujurat : 13)’

Pernikahan anak merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan
perempuan di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang. Berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun

> Slamet Abidin - Aminuddin. Figih Munakahat : Untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK. (Bandung : CV
Pustaka Setia, 1999), 9.

® Departemen Agama RI. Al-Quran dan Tafsirnya, Juz 4, Jilid 1, 110.

" Departemen Agama RI. Al-Quran dan Tafsirnya, Juz 26, Jilid IX, 419.
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2002 mengenai perlindungan anak, pengertian anak adalah di bawah usia 18 Tahun dan
termasuk pada anak masih dalam kandungan memiliki hak yang harus dijamin, dilindungi dan
dipenuhi oleh pemerintah dan keluarga.® Pada pernikahan ada dua hal yang harus diperhatikan,
yakni kesiapan fisik dan kesiapan mental. Kesiapan fisik dapat dilihat dari faktor kemampuan
ekonomi dan kesiapan mental dapat dilihat dari faktor umur. Kenyataannya ketika pernikahan
menyangkut masalah umur, hal ini menimbulkan kontroversi pada masyarakat.

Dilihat konteks sekarang perempuan merupakan korban yang paling rentan pada
pernikahan anak di bawah umur. Seperti dikatakan oleh Ibn Syubrumah, Abu Bakar al-Asham,
dan Utsman al-Batti memandang bahwa pernikahan anak antara perempuan dan laki-laki yang
masih dalam kategori anak-anak sebaiknya tidak dilaksanakan. Hal ini karena jika dilakukan
pernikahan oleh seseorang yang masih dibawah umur akan merenggut hak kebebasannya yang
seharus nya di dapatkan.

Senyatanya, Lois Hoffman seorang professor psikologi di Michigan University
mengatakan saat yang tepat dalam menikah adalah ketika dipengaruhi oleh dukungan sosial dan
budaya yang ada di lingkungan tersebut, yakni termasuk pada lingkungan keluarga sangat
memberikan inspirasi untuk melangsungkan suatu pernikahan. Sedangkan budaya yang
memandang pernikahan di usia muda sebagai keputusan yang baik, akan cenderung menjadikan
para pemuda lebih cepat mengalami kedewasaan dalam kesiapan untuk menikah.’

Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan yang pernah kita dengar terjadi pada zaman
nenek moyang banyak menikahi anak gadisnya dibawah umur agar tidak mendapatkan komentar
miring atau lazim disebut dengan perawan tua. Sampai pada zaman modern ini, masyarakat

pedesaaan (tradisionalis) pelaksanaan pernikahan anak semakin meningkat yang dilakukan oleh

¥ Mohammad Fauzil Adhim. Indahnya Pernikahan Dini, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), 41.

® Mohammad Fauzil Adhim. Indahnya Pernikahan Dini. 38.
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perempuan. Dengan ditengah kecanggihan yang sangat cepat mengubah cara pandang
masyarakat, perempuan yang menikahi anak sebagai hal yang sangat wajar atau tabu. Melihat
tingginya angka pernikahan anak, hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan law enforcement

dalam hukum pernikahan masih rendah.*®

Pernikahan anak di bawah umur, di Indonesia menurut Council of Foreign Relations
merupakan termasuk pada kategori sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi dan
kedua di ASEAN setelah Kamboja. Anak perempuan merupakan korban rentan dari pernikahan

anak, dan UNICEF melaporkan bahwa :

Prevalensi ini bergeser terutama di daerah perkotaan: pada tahun 2014 25% perempuan
berusia 20-24 menikah di bawah usia 18. Data Susenas 2012 menunjukkan sekitar 11,13% anak
perempuan menikah pada usia 10-15 tahun, dan sekitar 32,10% pada usia 16-18 tahun. Praktek
perkawinan anak ini juga menyumbang terhadap tingginya Angka Kematian lbu (AKI) di
Indonesia yang mencapai 359/100.000 kelahiran hidup dan 48 per 1.000 kelahiran untuk jumlah
kelahiran di usia 15-19 tahun (SDKI, 2012)**

Meningkatnya pernikahan anak ini difokuskan pada hak ijbar bagi wali mujbir yakni
semacam bentuk kekuasaan menjadikan seorang perempuan sebagai obyek dalam pernikahan
bukan sebagai subjek hukum, dengan demikian memberikan pemahaman kepada masyarakat
awam bahwa anak perempuan seolah-seolah tidak mempunyai hak kebebasan untuk menolak
atau menerima sehingga terjadi bias gender. Meskipun pada hak ijbar ini merupakan suatu
tanggungjawab ayah terhadap anak perempuannya, persoalan ini tidak menutup kemungkinan

bahwa belum tentu apa yang menurut ayah sebagai wali baik dirasakan juga oleh anaknya.*?

19 Noni Arni, Kuatnya Tradisi, Salah satu Penyebab Pernikahan Dini (Yogyakarta : IKis, 2007), 91.

1 Dewi Candraningrum. Pernikahan Anak : Status Perempuan (Jurnal Perempuan Mencari Kesetaraan). Jurnal
Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016 ISSN 1410-153X. (Diakses pada 12- Desember- 2017, pukul 12.28), 6.

12° Arini Robbi Izzati. Kuasa Hak Ijbar terhadap Anak Perempuan Perspektif Figh dan HAM. Al-Mawari, Vol.
Xl, No. 2, Sept- Jan 2011.



Ulama mengatakan diantara rukun nikah adalah wali, seseorang yang berhak
menikahkan perempuan dengan mengucapkan ijab dan mempunyai hak ijbar (hak memaksa) dan
hal ini sependapat dengan Muhammad al-Syarbini. Bahwa hak ijbar ini merupakan hak dari
seorang ayah atau kakek untuk menihkahkan anak perempuannya meskipun masih belia atau

muda tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pihak anak perempuannya.®

Mayoritas ulama seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mundzir menganggapnya sebagai ijma
mengesahkan pernikahan anak perempuan karena menurut ulama ketentuan pada batas usia anak
untuk menikah bukanlah menjadi suatu keabsahan yang dijadikan sebagai pelarangan menikahi

anak dengan beberapa argumen ** pada firman Allah SWT :
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“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-
perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah
tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-
perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.
Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan
dalam urusannya.” (Qs. Ath-Thalaq : 4)*
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“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang
layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah
Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Qs. An-Nur : 32)*

3 prof. Dr. H. Nasruddin Umar, M.A. Figh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender. (Malang : UIN-MALIKI
PRESS, 2011), 93-94.

¥ prof. Dr. H. Nasruddin Umar, M.A. Figh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender, 93.

!> Departemen Agama RI. Al-Quran dan Tafsirnya, Juz 28, Jilid X, 181.

16 Departemen Agama RI. Al-Quran dan Tafsirnya, Juz 18, Jilid V11, 599.
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Hak Ijbar adalah sebuah tindakan dalam melakukan sesuatu didasarkan pada tanggung
jawab dan di dalam Islam ini merupakan bagian rangkaian dalam pernikahan, diantara yang
memiliki hak ijbar ini adalah ayah dan kakek. Kedudukan atas mereka sebagai wali mujbir
menjadikannya berkuasa untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuan dan ini telah

menjadi sah dalam aturan hukum Islam.’

Ketentuan yang sangat siginifikan ini khususnya pada praktik kehidupan masyarakat
sudah menjadi kebiasaan dengan menikahkan anak perempuan yang difokuskan pada pernikahan
anak di bawah umur menempatkan perempuan pada kedudukan yang tidak setara dengan laki-

laki, mengakibatkan deskriminasi terhadap perempuan.

Dalam kajian kontemporer persoalan isu pernikahan anak perempuan dengan realiatas
hal ini mengejutkan bagi banyak tokoh feminis Islam. Maka ini menjadikan perhatian serius dari
KH. Husein Muhammad seorang mufassir feminis Indonesia. Lahir di Cirebon pada 9 Mei 1953.
Setelah menyelesaikan pendidikan di pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur (1973)
melanjutkan studinya ke Perguruan Tinggi limu Al-Quran (PTIQ) di Jakarta sampai pada tahun
1980, kemudian meneruskan belajar di Al-Azhar Kairo, Mesir pada 1983. Selanjutnya kembali
ke Indonesia yang memimpin Pesantren Darut Tuhid Arjawinangun, Cirebon Jawa Barat sampai
pada sekarang. KH.Husein Muhammad sangat aktif di berbagai kegiatan seminar keislaman yang

lebih fokus pada diskusi tentang gender dan isu-isu perempuan lainnya. *8

7 Dikutip dari skripsi Kholifatul Fitria. Hak Ijbar Wali Nikah dalam Persfektif Gender, Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2013.

'8 Husein dkk. Modul Kursus Islam dan Gender : Dakwah Figh Perempuan, (Cirebon : Famina Institute, 2007),
262.



Menurut KH. Husein Muhammad dalam buku pemikiran tafsirnya Figh Perempuan :
Refleksi Kiai atas wacana Agama dan Gender mengenai persoalan isu hak nikah muda yang
hidup dalam masyarakat masih menarik perhatian di Indonesia. Di dalam hukum Indonesia
ketetapan pernikahan sudah terlindungi oleh undang-undang pernikahan 1974 pengaturan bahwa
usia pernikahan bagi perempuan adalah umur 16 tahun. Berdasarkan hasil penelitian dari Ibu
Nuriah istri Gus Dur menunjukkan bahwa praktik pernikahan usia muda masih terdapat di
berbagai kalangan, dan bahwa hal ini sebaiknya tidak dilakukan menurutnya karena untuk
menjaga kesehatan reproduksi kemaslahatan anak perempuan.

Pada dasarnya al-Quran dan hadis tidak menerangkan secara jelas tentang batasan angka

atau umur menikah secara kuantitatif seperti dalam firman Allah SWT :
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“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika
menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah
kepada mereka harta- hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas
kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa.
Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari
memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu
menurut yang patut. Kemudian apabila kamu. menyerahkan harta kepada mereka, maka
hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah
sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (Qs. An-Nisa ; 6)*

Namun hal ini bukan berarti pernikahan bisa dilaksanakan bagi anak perempuan yang
usianya masih belia menurut KH. Husein Muhammad pernikahan itu harus dilaksanakan dengan

sesuai syarat dan rukunnya yakni dengan baligh yang diartikan sebagai kemampuan.

9 Departemen Agama RI. Al-Quran dan Tafsirnya, Juz 4, Jilid 11, 119.
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Dari paparan latar belakang di atas, untuk lebih menjelaskan tentang penelitian ini, maka
penulis tertarik untuk mengemukakan pokok masalah antara lain : Hak Ijbar Wali Nikah pada
Pernikahan Anak Perempuan Dibawah Umur (Studi atas Pemahaman KH. Husein

Muhammad Tentang Ayat-ayat Perwalian dalam Pernikahan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adanya masalah pokok yang akan diteliti dan

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakan penafsiran KH. Husein mengenai ayat-ayat yang berkenaan dengan
persoalan hak ijbar wali nikah pada pernikahan anak perempuan dibawah umur
pandangan KH. Husein Muhammad ?

2. Bagaimanakah pola penafsiran mengenai ayat-ayat yang berkenaan dengan persoalan hak
ijbar wali nikah pada pernikahan anak perempuan dibawah umur pandangan KH. Husein
Muhammad ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah diketahui bahwa setiap penelitian mempunyai tujuan yang ingin di

capai. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penafsiran mengenai ayat-ayat yang berkenaan dengan hak ijbar wali
nikah pada pernikahan anak perempuan di bawah umur berdasarkan pemahaman

KH.Husein Muhammad.



2. Untuk mengetahui pola penafsiran mengenai ayat-ayat yang berkenaan dengan hak ijbar
wali nikah pada pernikahan anak perempuan dibawah umur berdasarkan pemahaman KH.

Husein Muhammad.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberi kontribusi dari pemikiran
tentang ilmu pengetahuan, terutama pada pengembangan pemikiran mengenai penafsiran-

penafsiran dari mufasir feminis terhadap permasalahan isu pernikahan anak di Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti
Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan menambah ilmu
pengetahuan, wawasan, dan pengalaman mengenai permasalahan isu pernikahan anak
di Indonesia.

b. Bagi Perempuan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para perempuan akan
sadarnya dalam melaksanakan pernikahan = benar-benar sesuai baligh dan
kemampuannya.

c. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini dapat memberikan bahan pertimbangan ketika hendak akan
menikahkan anak perempuan nya sebagai wali mujbir dengan memperhatikan kondisi

kesiapan dari pihak anak perempuan.



D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada pembahasan ini, pada dasarnya yakni untuk mendapatkan
gambaran hubungan tema yang akan dibahas atau diteliti dengan penelitian yang sejenis yang
mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak
ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Sebagaimana telah disebutkan dalam pokok
permasalahan, bahwa kajian penelitian ini penulis menitikberatkan pendapat tentang hak ijbar
wali nikah pada pernikahan anak perempuan dibawah umur (studi atas pemahaman KH. Husein

Muhammad tentang ayat-ayat perwalian dalam pernikahan).

Dalam kajian ini, penulis sebelum menulis skripsi melihat dan meninjau beberapa karya
buku jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut agar tidak

terjadi plagiasi terhadap karya tulis milik orang lain diantaranya :

Tulisan dalam jurnal Holilur Rohman yakni Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif
Magasid Shariah, terbit pada tahun 2016. Menjelaskan tentang konsep pernikahan dalam Al-
Quran dan Hadis dan sesuai Hukum Pernikahan di Indonesia (menurut Undang-Undang)
menurut Magasid Shariah bahwa ideal seseorang menikah yakni bagi perempuan 20 tahun dan
laki-laki 25 tahun. Hal ini dianggap sebagai usia yang telah mampu merealisasikan tujuan-tujuan
syari’ah pernikahan seperti menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga garis
keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dan dipandang telah siap

pada bidang ekonomi, medis, psikologis, sosial, dan agama.

Ada tiga perspektif batas usia dalam menikah yakni : pertama, perspektif hukum Islam.

Kedua, Undang-undang no 1 1974 mengatakan seorang perempuan diizinkan untuk menikah
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pada usia 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Ketiga, BKKBN menganjurkan menikah pada usia 21

tahun dan laki-laki 25 tahun. %

Tulisan dalam jurnal Ali Imron yakni Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam
Perkawinan Dibawah Umur, terbit pada tahun 2013. Menjelaskan tentang Pernikahan di bawah
umur ini berpotensi menghalangi tercapainya hikmah pernikahan, persyaratan administratif dan
subtansif dalam pernikahan demi tercapainya tujuan dan hikmah dalam pernikahan bagi semua
pihak dan regulasi tentang perkawinan di Indonesia baik yang berwujud undang-undang maupun

berbagai peraturan teknis di bawahnya.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan
syarat dan rukunnya, namun satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya
belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan. MUI
memberikan rumusan al-ba’ah dengan batasan baligh. Sementara itu kriteria baligh sifatnya juga

kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang.?

Tulisan dalam jurnal Moh. Rogib yakni Pernikahan Dini dan Lambat : Merampas Hak-
hak Anak, terbit pada tahun 2010. Menjelaskan tentang kesiapan fisik dalam pernikahan. lebih
memfokuskan pada menjawab pertanyaan: mengapa diperlukan kesiapan fisik atau usia matang
dalam pernikahan serta kaitannya dengan pernikahan dini dan lambat dalam konteks hak-hak

anak.

% Holilur Rohman, Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Magasid Shariah. Journal of Islamic Studies and
Humanities. Vol. 1, No. 1 (2016) 67-92, doi: 10.21580/jish.11.1374. (Diakses pada 30-November-2017, Pukul
06.13)

2L Ali Imron. Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan Dibawah Umur. Journal Al-Tahrir,
Vol. 13, No. 2 November 2013 : 253-272. (diakses pada 30-November-2017, Pukul 06.30).
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Menikahkan anak pada waktunya merupakan salah satu cara menghormati hak-hak
anak, mengajukan pernikahan anak pada usia dini merupakan perampasan masa bermain dan
waktu belajar anak sekaligus tidak memberikan kesempatan bagai anak tersebut agra benar-benar
siap dan matang. Persiapan menuju jenjang pernikahan adalah hal yang terpenting persiapan
yang mantap tanpa keraguan dan ketakutan sehingga remaja muslim siap dan telah nikah pada
waktu yang tepat tidak terlalu dini dan tidak juga terlambat. Kendala-kendala yang ada dapat
diatasi dengan bijak, dan motivasi agama ditumbuh kembangkan sehingga rumah tangga ideal

atau keluarga sakinah dapat direalisasikan jadi sebuah kenyataan. 2>

Tulisan dalam jurnal Dewi Candraningrum yakni Pernikahan Anak : Status Perempuan
(Jurnal Perempuan Mencari Kesetaraan), terbit pada tahun 2016. Menjelaskan tentang data-data
pernikahan dini dari hasil penelitian observasi di berbagai daerah di Indonesia pada tahun 2014,
2015 yang berdampak pada masa sekarang (tahun ini). Menurut Council of Foreign Relations,
Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi
pengantin anak. Indonesia adalah yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja.
Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18
tahun. Di dunia setidaknya ada 142 juta anak perempuan akan menikah sebelum dewasa dalam

satu dekade ini saja (CFR 2015).

Di Indonesia anak perempuan merupakan korban paling rentan dari pernikahan anak,
dengan prevalensi: 1. Anak perempuan dari daerah perdesaan mengalami kerentanan dua kali
lipat lebih banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan. 2. Pengantin anak yang

paling mungkin berasal dari keluarga miskin. 3. Anak perempuan yang kurang berpendidikan

22 Moh. Rogb. Pernikahan Dini dan Lambat : Merampas Hak-hak Anak. Jurnal Studi Gender & Anak, Vol.5
No.2 Jul-Des 2010 pp.298-311. (Diakses pada 30- November-2017, pukul 07.15).
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dan drop-out dari sekolahan umumnya lebih rentan menjadi pengantin anak daripada yang
bersekolah. Akan tetapi saat ini UNICEF melaporkan bahwa prevalensi ini bergeser terutama di

daerah perkotaan: pada tahun 2014 25% perempuan berusia 20-24 menikah di bawah usia 18.%

Tulisan dalam jurnal Sofia Hardani yakni Analisis Tentang Batas Umur untuk
Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia, terbit pada tahun
2015. Menjelaskan tentang peraturan undang-undang yang mendapat sorotan yakni nomor 1
tahun 1974 mengenai perkawinan yang banyak menuai kritikan dengan berbagai alasan atau
pandangan salah satunya diantara pasal-pasalnya terdapat pasal-pasal yang dianggap tidak

memenuhi unsur keadilan, khususnya bagi kaum perempuan.

Di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
disebutkan bahwa kedewasaan seorang anak adalah jika laki-laki berumur 21 tahun dan
perempuan berumur 18 tahun. Di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai

umur 19 tahun dan wanita telah mencapai umur 16 tahun.

Di sisi lain, Undang-Undang terlihat mengakui pelanggaran terhadap ketentuan batas
umur dan kematangan calon untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diakomodir dalam pasal
7 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, bahwa pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh
kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan dapat memberikan dispensasi kepada

anak di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan. Ketidakkonsistenan UU No. 1 tahun

% Dewi Candraningrum. Pernikahan Anak : Status Perempuan (Jurnal Perempuan Mencari Kesetaraan).
Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016 ISSN 1410-153X. (Diakses pada 30- November- 2017, pukul
07.45).
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1974 tentang batas umur perkawinan dapat dimaknai sebagai akomodisasi perkawinan di bawah

umur.?*

Tulisan dalam jurnal Susanti yakni Husein Muhammad : Antara Feminis Islam dan
Feminisi Liberal, terbit pada tahun 2014. Menjelaskan tentang biografi dari KH. Husein
Muhammad sebagai feminis laki-laki di Indonesia yang sangat memperhatikan perempuan dari
sisi anggapan bias gender. Paham feminisme merupakan bentuk protes atas perlakuan
diskriminatif kaum laki-laki terhadap perempuan. Feminisme juga melihat adanya rekayasa
sejarah melalui kontruksi sosial dan budaya yang menampilkan perempuan sebagai makhluk

yang lemah lembut, gemulai, cantik, dan bagian dari ranah domestik.

Kehadiran KH.Husein Muhammad dalam wacana pemikiran pemberdayaan perempuan
patut diapresiasi. Mencoba menafsir teks-teks agama yang bias gender. Salah satu bahasan besar
KH.Husein Muhammad dalam feminisme Islamnya adalah soal “patriarkhi”, yang oleh kaum
feminis Islam dianggap sebagai asal-usul dari seluruh kecenderungan misoginis yang mendasari

penulisan-penulisan teks keagamaan yang bias kepentingan laki-laki.?®

Tulisan dalam jurnal Arini Robbi Izzati. Kuasa Hak ljbar pada Anak Perspektif Figh
Terhadap HAM Al-Mawari. Menjelaskan tentang dampak hak asasi manusia kepada anak
perempuan dari penyelewengan penggunaan hak ijbar atas pemahaman yang belum benar-benar

mengerti arti dari hak ijbar.

?* Sofia Hardani. Analisis Tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-
Undangan Di Indonesia. An-Nida’ : Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 40, No. 2. Juli-Agustus 2015 (diakeses pada 16
Januari 2018, pukul 08.27)

% Susanti. Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal. Teosofi : Jurnal Tasawuf dan
Pemikiran Islam Vol. 4 No 1, Juni 2014 : issn 2088-7957;197-219.
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Hak Asasi Manusia ini dimiliki setiap laki-laki dan perempuan tidak berpandang atas
gender. Dalam pernikahan semua pihak yang terdapat di dalamnya memiliki hak kuasa masing-
masing, sama hal nya pada perempuan yang hendak dinikahinya baik itu perempuan yang sudah
baligh apalagi belum baligh pada ukuran syariat Islam, agar tidak ada penyimpangan terhadap

hak asasi manusia.®

Skripsi Ai Numainah yakni Perempuan dan Pendidikan dalam Kajian Feminis (Studi
Analisis terhadap Permikiran KH. Husein Muhammad). Menjelaskan tentang sejauh mana status
perempuan memperoleh pendidikan yang seharusnya didapatkan dalam batasan menuntut ilmu

dalam kajian feminis menurut KH.Husein Muhammad.

Dikatakan bahwa perempuan dapat hak untuk berpendidikan tinggi seperti yang laki-laki
lakukan, pada zaman ini di tengah kecanggihan teknologi tidak menutup kemungkinan
perkembangan pemikiran seorang perempuan lebih maju dari laki-laki. Hal ini di buktikan

bahwa tidak sedikit perempuan yang mampu mencapai pendidikan dengan gelar doktor. 2

Dengan demikian, meskipun di atas telah disebutkan adanya penelitian dengan pokok
bahasan yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan, akan tetapi mengingat objeknya
berbeda maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana : Hak ljbar Wali
Nikah pada Pernikahan Anak Perempuan Dibawah Umur (Studi atas Pemamhaman KH. Husein

Muhammad Tentang Ayat-ayat Perwalian dalam Pernikahan).

% Arini Robbi Izzati. Kuasa Hak Ijbar pada Anak Perspektif Figh terhadap HAM. Al-Mawari, Vol. XI, No. 2,
Sept- Jan 2011.
%" Dikutip dari Skripsi Ai Numainah dengan judul Perempuan dan Pendidikan dalam Kajian Feminis (Studi

Analisis terhadap permikiran KH. Husein Muhammad) 2016.
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Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting dilakukan untuk melihat secara
komprehensif mengenai hak ijbar wali nikah pada pernikahan anak perempuan dibawah umur

(studi atas pemahaman KH. Husein Muhammad tentang ayat-ayat perwalian dalam pernikahan).
E. Kerangka Pemikiran

Teori feminisme merupakan paham yang muncul ketika perempuan menuntut untuk
mendapatkan hak nya yang berangkat dari asumsi-asumsi ketertindasan dan eksploitasi. Istilah
ini dikenal pertama kali dan digunakan dalam debat politik di Prancis pada akhir abad ke-19.
Menurut KH. Husein Muhammad, feminisme Islam secara umum merupakan suatu gerakan yang
bersifat historis dalam menjawab permasalahan perempuan yang menyangkut ketidakadilan dan

ketidaksejajaran.”®

Pernikahan anak ini sangat menarik perhatian dari para mufasir feminis. seperti Musda
Mulia mengatakan bahwa sebuah bentuk dari pelanggaran HAM yang didasarkan pada Undang-
undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 60 ayat 1 “ bahwa setiap dari anak itu
mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadi sesuai dengan minat,
bakat, dan kecerdasannya.” Dengan meningkatnya pernikahan anak ini Musda Mulia
mengatakan perempuan terbukti secara terus menerus mengalami eksploitasi yang berbasis
gender. ?° Pendasaran pernikahan dalam Al-Quran menurut Musda Mulia terdapat lima prinsip
yang salah satunya adalah prinsip dalam kebebasan memilih pasangan sepanjang tidak

melanggar ketentuan hukum syariah. Ibn Syubrumah lebih lanjut mengatakan bahwa :

28 gysanti. Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal, Teosofi—Volume 4, Nomor 1, Juni
2014.

2 gysanti. Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal. 199.
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“Ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil, kecuali apabila

telah baligh dan mengizinkannya. ~30

Dalam penetapan usia pernikahan anak ditetapkan menurut hukum Indonesia berdasarkan
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dengan dijelaskan pada pasal 7 dikatakan
bahwa batas minimum usia menikah adalah bagi seorang perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki
19 tahun. Kemudian menurut Pembangunan KKB tahun 2010-2014, menetapkan usia pernikahan

pertama adalah 21 tahun.*

Hak ijbar dengan pernikahan anak ini tidak bisa dipungkiri memiliki kaitan erat dengan
meningkatnya pernikahan anak perempuan di zaman modern sekarang ini. Seperti sebagaimana
para ulama mendefinisikan hak ijbar nikah menjadi dua yakni wilayah wajib (ljbar) dan wilayah
perwalian (Sunnah). Pada konsep ijbar menurut Imam Hanafi yakni digunakan pada pernikahan
perempuan yang masih kecil artinya menurutnya belum mencapai baligh atau sudah baligh
namun akalnya tidak sempurna. Kemudian dilanjutkan pada pernyataan bahwa dikhususkan
untuk anak gadis yang belum mencapai baligh yakni dengan usia 15 tahun dan belum keluar
haidh, dalam persoalan ini seorang ayah boleh menggunakan hak ijbar atas kedudukan sebagai

walinya *

Menurut analisis penulis persoalan tentang hak ijbar wali nikah pada pernikahan anak
perempuan di bawah umur berdasarkan ayat dan pemikiran-pemikiran yang dikaji. Ditarik

kesimpuan awal bahwa penafsiran mufasir feminis Indonesia lebih dekat dengan pemahaman

%0 Husein dkk. Modul Kursus Islam dan Gender : Dakwah Figh Perempuan, 5-96.

3! Husein dkk. Modul Kursus Islam dan Gender : Dakwah Figh Perempuan, 97.

32 Arini Robbi |zzati. Kuasa Hak Ijbar terhadap Anak Perempuan Perspektif Figh dan HAM. Al-Mawari, Vol.
Xl, No. 2, Sept- Jan 2011.
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tokoh-tokoh feminis lainnya seperti salah satunya Musda Mulia hak ijbar ini sebenarnya jika

dipahami dengan pemahaman yang dangkal akan mengakibatkan bias gender.

Dalam menjawab persoalan dalam penelitian menulis, diperlukan kerangka guna
memecahkan permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa tahap,

diantaranya sebagai berikut :

Tahap pertama, penulis mencari konsep pernikahan yang sesuai dengan syariat islam

persfektif figih dan feminisme dan pengertian hak ijbar wali nikah menurut syarat Islam.

Tahap kedua, penulis akan mencari landasan ayat-ayat yang tentang pengaruh hak ijbar
wali nikah pernikahan khususnya tentang ayat-ayat yang dijadikan landasan sebagai pro dan

kontra pernikahan anak dalam Islam untuk di kaji.

Tahap ketiga, penulis menjelaskan penafsiran mufasir perspektif feminis Indonesia yakni

oleh KH. Husein Muhammad tentang pernikahan anak berdasarkan ayat yang dikaji.

Tahap keempat, penulis mulai menganalisa tentang konsep pernikahan anak perspektif
figih dan feminisme dan keterpengaruhan hak ijbar wali nikah dari penafsiran mufasir feminis
Indonesia yakni KH. Husein Muhammad yang kemungkinan hasil akhirnya di tarik kesimpulan

awal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi berasal dari kata metode secara harfiah bermakna cara. Istilah Metodologi
penelitian adalah cara kerja yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian. Metodologi

penelitian sangat menentukan dan menggambarkan jalannya sebuah penelitian dengan baik,
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terorganisir dan terarah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dengan deskriptif —
analisis yang diteliti penuh makna. Penelitian ini membicarakan tokoh akan tetap lebih pada
penafsiran dari tokoh mufasir tersebut dengan memfokuskan penafsiran mufasir feminis dari KH.
Husein Muhammad.*®

2. Sumber Data

Pada sumber data dalam penelitian ini terdapat dua bagian, yaitu data primer dan data

sekunder.

a. Data Primer (data utama atau pokok)

Sumber data merupakan data yang otentik untuk dijadikan sebagai data langsung atau
yang sumber pokok rujukan pertama dari permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian oleh
penulis yakni, Figh Perempuan : Refleksi Kiyai atas Wacana dan Jender karya KH. Husein
Muhammad seorang feminis Indonesia dan wawancara langsung dengan KH. Husein

Muhammad. Selain itu juga merujuk buku-buku karya beliau yang ditulis lainnya.

b. Data Sekunder (pendukung atau penunjang)

Pada sumber data pendukung dalam penelitian ini, sumber yang memuat informasi dan
data kajian, yang penulis gunakan yaitu kitab, buku, karya-karya ilmiah seperti jurnal, artikel
yang sesuai dengan pembahasan yang dikaji yang menunjang penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan yakni penelitian kepustakaan (Library

Research) menghimpun buku-buku, artikel, jurnal dan bahan-bahan lainnya yang

% Dikutip dari Skripsi Nurmuthmuainnah, Kedudukan Saksi Dalam Perkawinan Madzhab Hanafi, 2011.
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mengemukakan pendapat Mufassir dengan menggunakan metode Tafsir feminis, dan penulis
jadikan rujukan utama adalah buku Figh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan
Gender karya KH. Husein Muhammad yang telah di formulasikan permasalahannya dalam
penelitian ini dan dengan wawancara langsung.

4. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu Contents Analiysis dengan paradigma
kritis, pada analisis ini memungkinkan bagi penulis untuk dapat memilih yang dijadikan sebagai
sumber penelitian. Kemudian data yang ada tidak dipindahkan begitu saja namun disertai
dengan kritikan ilmiah.

5. Tahapan/ Langkah-langkah Penelitian

Tahapan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Data-data primer telah dikumpulkan, lalu penulis mengumpulkan ayat-ayat dan
pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan persoalan hak ijbar wali nikah pada
pernikahan anak perempuan di bawah umur.

b. Penulis mengidentifikasi karya dari hasil penafsiran KH. Husein Muhammad
tentang persoalan hak ijbar wali nikah pada pernikahan anak perempuan di bawah
umur.

c. Menarik kesimpulan sementara.

d. Menguji kembali kesimpulam sementara melalui teori yang dikaji.

e. Menarik kesimpulan akhir.

f. Membuat laporan penelitian.
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G. Sistematika Penulisan

Dengan merujuk pada apa yang telah dituliskan oleh penulis maka agar dapat
mempermudah, pembahasan skripsi ini disusun dengan sistematis melalui bab dan sub bab.
Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Bab pertama membahas Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berfikir, metode penelitian,
dan sistematika penulisan.

Bab kedua Pada bagian kedua ini akan membahas dua tema. pertama, hak ijbar wali
nikah meliputi : wali nikah dan hak ijba>r, syarat dan fungsi wali nikah, kedudukan wali nikah
atas penggunaan hak ijba>r, wali nikah. Kedua, pernikahan anak perempuan meliputi :
pengertian anak, batas usia pernikahan anak, pernikahan pada anak perempuan dibawah umur,

hak perempuan untuk menikahkan dirinya dalam pernikahan.

Bab Ketiga pada bagian ini akan membahas biografi KH. Husein Muhammad. Pertama,
Biografi KH. Husein Muhammad meliputi : riwayat hidup KH. Husein Muhammad, pendidikan
dan organisasi KH.Husein Muhammad, karya-karya KH. Husein Muhammad. Kedua, KH.
Husein Muhammad sebagai feminis Islam.

Bab keempat : pada bagian ini akan membahas analisis terhadap ayat-ayat tentang hak
ijbar wali nikah pada pernikahan anak perempuan di bawah umur pandangan KH. Husein

muhammad dan analisis terhadap pola penafsiran KH. Husein Muhammad yang digunakan

dalam menafsirkan.

Bab kelima : penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.
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